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SEWA MENYEWA

DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERTANAHAN

A. Sewa Menyewa Dalam Hukum Pertanahan
Dalam hukum Islam sewa menyewa lebih dikenal dengan ijarah, yaitu
sebagai berikut :
1. Definisi Jjarah
Lafal Jjarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan.
ljarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi
keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa
perhotelan, dan lain-lain.'
Ijarah secara bahasa berasal dari kata al-ajru ()AYl) yang artinya al-
‘iwadh (ubje-a“) yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti ganti dan upah.”
Menurut syara’, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat
dengan jalan penggantian.’
Dalam makna luas, /jarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran
manfaat sesuatu dengan jalan memberi imbalan dalam jumlah tertentu. Hal
ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual ‘ain

. . . .4
dari benda itu sendiri.

! Nasroen Harun, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228.

’ Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 114.

* Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Kamaluddin A.Marzuki, Jilid: XII, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 7.
* Helmi Karim, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29.
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Menurut syara’ berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu
yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan
perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.’

Menurut syariat Islam, /jarah adalah jenis akad untuk mengambil
manfaat dengan kompensasi. Manfaat tersebut bisa berbentuk barang, karya
ataupun bisa pula berbentuk kerja kasar pribadi seperti pelayan.’

Sedangkan menurut istilah, 7jarah terdapat banyak definisi yang telah
dikemukakan oleh para ulama dengan tujuan dan subtansi yang sama, antara
lain sebagai berikut:

Menurut ulama’ Hanafiyah, 7jarah adalah:

2

3 il Gl o 3530k aatlis sl SR Ay 1
Artinya: Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan
disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

Menurut ulama’ Malikiyah, 7jarah adalah:

VR ais sVl ki o )
Artinya: Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat menusiawi
dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

Menurut ulama’ Syafi’iyah, 7jarah adalah:
Artinya: Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu

dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan
pengganti tertentu.®

> Moh. Syaifulloh Al-Aziz, Figh Islam Lengkap, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 377.
® Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.

" Hendi Suhendi, Figih Muamalah...., 114.

® Rachmad Syafei, Figh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 122.
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Adapun menurut fatwa DSN bahwa 7jarah adalah akad pemindahan hak
guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui
pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan,
tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada
penyewa.’

Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khotib bahwa yang dimaksud
Jjarah adalah:

Artinya: Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dengan syarat-syarat.

Ada beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa 7jarah adalah
menukarkan sesuatu dengan imbalan tertentu yang dalam terjemahan bahasa
Indonesia disebut sewa menyewa atau upah mengupah. Sewa menyewa
merupakan jual beli manfaat atas barang tertentu, sedangkan upah mengupah
merupakan jual beli jasa atau tenaga atas perbuatan atau pekerjaan tertentu.

Tujuan disyariatkan 7jarah menurut Amir Syarifuddin adalah untuk
memenuhi atau meringankan bebutuhan umat manusia dalam pergaulan
hidup. Seseorang mempunyai uang akan tetapi tidak dapat bekerja, di sisi
lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan transaksi

jjarah kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat dari akad tersebut.'’

° Adi Warman Karim, Bank Islam — Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2004), 128.
% Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Figh, (Bogor: Kencana, 2013), 217.
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Dasar Hukum Jjarah

ljarah dalam bentuk sewa menyewa atau bentuk upah mengupah
merupakan kegiatan muamalat yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum
asal Jjjarah menurut jumhur ulama’ adalah mubah atau boleh bila
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’
berdasarkan Al-Qur’an, Hadist, dan ketetapan ijma’ ulama’.

Adapun dasar-dasar hukum yang diperbolehkan dengan adanya praktik

akad jjarah adalah Al-Qur’an, as-Sunnah dan al-Ijma’.
a. Dasar hukum 7jarah dalam Al-Qur’an:

1) Dalam Al-Qur’an ditentukan kebolehan memperkerjakan orang lain
kemudian memberikan upah pekerja tersebut berupa menikahkan
anaknya, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Qashas
ayat 26:

B §1 G, Eoniing a e ) badi) o g B A2y 206
Artinya: Salah seor/ang dari ked{Ja wanita itu berkata: “Ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil
untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi

. 11
dipercaya”.

2) Dalam Al-Qur’an juga terdapat penjelasan bahwa antara seseorang
dengan orang lain hendaknya saling tolong menolong. Oleh karena
itu Alloh meninggikan orang tersebut, sebagaimana terdapat dalam

Al-Qur’an surat Zukhruf ayat 32:

" Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007),

351.
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Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu ?
kami telah menentukan antara mereka penghidupan
mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah
meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat
mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*?

3) Begitu pula dalam Al-Qur’an ditentukan penjelasan bahwa
memberikan upah karena menyusui anak, sebagaimana dalam surat

Al-Bagarah ayat 233:

Syl 22 6 2t 1gy 2Kl pus S (.5;&3\ Bhmind O 23 O
powy o° 5 a..\s\ u\\y,.l.c‘ °\j 2&)\““\”

Artinya: Jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak
dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut

yang patut. Bertagwalah kamu kepada Alloh dan
ketahuilah bahwa Alloh Maha Melihat apa yang kamu

kerjakan.'?
b. Dasar hukum 7jarah dalam Sunnah:
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a Rosululloh SAW bersabda:
5}9}{2?\;\’ u\.{)} 5}‘}///6"0‘622;//// L;“é }ivjv}u}///
Artinya: Berbekamlah dan beliau memberi upah kepada orang yang
berbekam itu. seandainya pembekamnya haram niscaya beliau
tidak memberikan upah.'*
G Sad O 45 53T N1 g
Artinya: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."
* Ibid, 444.
" Ibid, 35.

“ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Ensiklopedi Hadist, (Jakarta: Almahira,2012), 138.
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Artinya: Dari As’ad bin Abu Waqqgash sesungguhnya Rasululloh SAW
bersabda: Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan
membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasululloh SAW
melarang kami cara itu dan memerintahkan kami membayarnya
dengan uang emas atau perak (HR. Ahmad, Abu Daud dan
Nasai).'®

Hadis di atas menerangkan bahwa bahwa pada zaman dahulu sewa
menyewa tanah dibayar dengan bagi hasil dari tanaman. Namun

Rasululloh SAW melarang hal tersebut kemudian Rasululloh SAW

memerintahkan dengan membayar emas dan perak. Rasululloh SAW

bersabda:
e Jo a1 0325 8 930 Wi W o ek W 38 30 55 e 0F
(&l eley) £55 ’s;ﬂ e j;‘-\.,oul;jja_w; s A1 e 2l

Artinya: Dari Abdulloh, dari Nafi’, sesungguhnya Abdulloh Ibnu Umar
r.a bahwasanya Rasululloh SAW pernah mempekerjakan
penduduk Khoibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya
berupa buah dan tanaman. (HR. Bukhori)'’

c. Dasar hukum zjarah dalam ijma’.
Menganai disyaratkannya jjarah para ulama ilmuan dan

cendikiawan bersepakat tentang keabsahan 7jarah, sekalipun hanya ada

sebagian kecil diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi itu tidak

> Abu Dawud Sulaiman bin Asy ‘ats, Ensiklopedi Hadist 5, (Jakarta: Almahira, 2013), 728.
'® Imam Nasaiy, Sunan Nasaiy, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 271.
v Al-Bukhori, Shahih Bukhori, (Beirut: Mustafa Dar Al-Fikr, 2001), 219.
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dianggap.'® Dari ayat Al-Qur’an dan beberapa hadis Rasululloh SAW
tersebut jelaslah bahwa akad 7jarah atau sewa menyewa hukumnya
diperbolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh
masyarakat.

Disamping Al-Qur’an dan Sunnah, dasar hukum 7jarah adalah
Ijma’. Sejak zaman sahabat sampai sekarang 7jarah telah disepakati oleh
para ahli hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat
membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada
orang kaya yang memiliki rumah tidak ditempati. Di sisi lain ada orang
yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya 7jarah maka
yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain
yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan
memberikan imbalan berupa uang sewa disepakati bersama tanpa harus

membeli rumah tersebut.

3. Rukun dan Syarat Jjarah
a. Rukun [jarah
Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau
transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah dan mutlak adanya. Menurut
Hanafiyah rukun 7jarah yaitu jjab (ungkapan menyewakan) dan gobul

(persetujuan terhadap sewa menyewa) dari kedua belah pihak yang

'8 sayyid Sabiq, Figh Sunnah Jilid 13, (Kairo: Dar Al-Fikr, 2011), 239.
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bertransaksi. Antara lain dengan menggunakan kalimat a/- ijarah , al-
isti’jar, al-ikra."® Sedangkan menurut jumhur ulama’ ada empat, yaitu :*
1) Agid (orang yang berakad), yaitu mu’ir (orang yang
menyewakan) dan musta jir (orang yang menyewa).
2) Sighat (ijabdan gobul).
3) Upah atau uvang sewa imbalan ( ujrah).
4) Manfaat barang yang disewakan atau jasa dan tenaga seseorang
yang bekerja.
b. Syarat fjarah
Syarat fjarah merupakan sesuatu yang bukan bagian dari akad, tetapi
sahnya sesuatu tergantung padanya. Adapun syarat-syaratnya yakni
sebagai berikut :
1) Mu’jirdan musta’jir
Mu’jir dan mustajir yaitu orang yang melakukan akad sewa-
menyewa atau upah-mengupah. Mujir adalah orang yang
memberikan upah dan yang menyewakan, musta’jir adalah orang
yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa

sesuatu.”' Disyaratkan pada mu’jir dan musta’jir adalah baligh,

berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan

¥ Rachmad Syafei Figh Muamalah...., 125.
%% Wahbah Az-Juhaili, Al-Figih Al-Islami Wa Adilatuhu jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.
! Hendi Suhendi, Figh Muamalah...., 117.
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saling meridhai. Sebagaimana firman Alloh SWT , dalam QS An-
Nisa ayat 29 —
P 5 52 0% 0 ey 28 i 0enss e e ik
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sgjl;
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama suka diantara kamu’.

Menurut ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah disyariatkan telah
baligh dan berakal, apabila orang yang belum atau tidak baligh dan
berakal seperti orang gila dan anak kecil maka akad 7jarah tidaklah
sah. Namun menurut wulama’ Hanafiyah dan Malikiyah
berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus
mencapai usia baligh, maka anak yang baru mumayyiz
diperbolehkan melakukan akad 7jarah hanya saja pengesahannya
memerlukan persetujuan dai walinya. **

Bagi orang berakad 7jarah juga disyaratkan mengetahui manfaat
barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat
mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Apabila
manfaat yang menjadi obyek tidak jelas, maka akdnya tidak sah.
Kejelasan manfaat dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis

manfaatnya dan penjelasannya berapa lama manfaat itu di tangan

penyewanya.

% Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya...., 73.
2 Abdul Rahman Ghazaly, et al., Figh Muamalat...., 279.
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2) Shigat
Shigat adalah ucapan atau pernyataan yang dilakukan saat akad
yang terdiri dari 7jab dan gobul antara mu’jir dan musta’jir. ljab
adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang
berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad,
sedangkan gobul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang
berakad pula yang diucapkan setelah adanya jab.**
ljab gobul dalam akad ijarah ini ada dua, yakni ijab gobul
sewa-menyewa seperti: “Saya sewakan bangunan ini kepadamu
dengan harga Rp 800.000 selama satu bulan”, kemudian musta’jir
menjawab: “Saya terima sewa bangunan ini dengan harga tersebut
selama satu bulan”, dan 7jab gobul upah-mengupah seperti: “Saya
serahkan halaman kosong ini kepadamu untuk ditanami, dengan
upah Rp 500.000 selama satu minggu, kemudian mustajjir
menjawab: “Saya akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa
yang engkau ucapkan”.
3) Ujrah
Ujrah adalah upah atau ganti atas pengambilan manfaat barang
atau tenaga orang lain.” Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya

oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-

** Ismail Nawawi, Figh Mu’amalah, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010), 37.
% |bnu Mas’ud dan Zainul Abidin, Figh Madhab Syafi’i buku 2 edisi lengkap, (Bandung: CV
Pustaka Setia, 2007), 138.
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mengupah. Serta dengan ketentuan harus jelas dan memiliki nilai
ekonomis.*®
4) Ma’qud ‘alaih
Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan,
disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat
sebagai barang:

a) Objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara
langsung dan tidak ada cacatnya. Para ulama’ figih sepakat
bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak diserahkan
dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya,
seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung
diambil kuncinya dan dimanfaatkan oleh penyewa.

b) Objek ijarah adalah sesuai syara’ , tidak boleh menyewa
seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa orang untuk
membunuh orang lain, begitu juga tidak boleh menyewa
rumah atau gedung bangunan untuk dijadikan tempat-tempat
maksiat.

¢) Obyek yang disewakan bukan merupakan suatu kewajiban
bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan
sholat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum
naik haji untuk menggantikan haji penyewa. Akad seperti ini

tidak sah dikarenakan shalat dan berhaji merupakan suatu

%% Abdul Rahman Ghazaly, et al. Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 280.
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kewajiban yang harus dilakukan sendiri oleh penyewa itu
sendiri.

Obyek jjarah merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti
rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.

Adanya penjelasan waktu batas pelaksanaan akad sewa-
menyewa. Sebagian ulama’ tidak memberikan batas waktu
maksimal atau minimal dengan syarat harus ada batasan
waktu berakhirnya akad. Ulama’ Hanafiyah tidak
mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan
ulama’ Syafi’iyah mensyariatkannya sebab apabila tidak
dibatasi, hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu
yang wajib dipenuhi. Dalam pengucapan masa sewa menurut
ulama’ Syafi’iyah, seseorang tidak boleh berkata, “Saya
menyewakan rumah ini setiap bulan Rp 100.000” sebab
pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru setiap kali
membayar. Akad yang benar adalah dengan berkata, “Saya
menyewa selama sebulan”. Sedangkan menurut jumhur ulama’
akad tersebut dipandang sah akad pada bulan pertama,
sedangkan pada bulan sisanya bergantung pada pemakaiannya.
Selain itu yang paling penting adalah adanya keridhoan dan

kesesuaian dengan uang sewa.
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f) Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan
diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga
tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.”’

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhayli akad 7jarah dianggap sah
apabila telah memenuhi syarat sah jjarah sebagai berikut:
1) Adanya kerelaan antara kedua pelaku akad

2) Hendaknya objek akad (manfaat) harus diketahui manfaatnya guna
menghindari perselisihan. Penjelasan objek kerja dalam penyewaan
tenaga kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari
ketidakjelasan. Karena ketidakjelasan dari objek kerja akan
mengakibatkan perselisihan dan rusaknya akad 7jarah . Sehingga
objek akad ijarah harus jelas jenis, tipe, kadar, dan sifat dari objek
tersebut.

3) Objek akad dapat diserahkan secara nyata (hakiki) maupun syara’.

4) Manfaat yang dijadikan objek 7jarah dibolehkan secara syara’.

5) Hendaknya upah berupa harta yang bernilai dan dapat diketahui.?®

4, Macam-Macam Jjarah
Menurut ulama’ Syafi’iyah, akad Jjarah terdiri atas dua macam, yakni:*
a. [ljarah atas ‘ain (benda). Yang berarti menyewa menfaat benda yang

kelihatan, seperti menyewa sebidang tanah untuk ditanami atau sebuah

%’ Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah...., 128.
% Wahbah az-Zuhayli, Al-Figh Al-Islam wa Adillatuhu...., 390.
*® Mas’ud Ibnu, Figih Madzhab Syafi’i...., 139.
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rumah untuk didiami. Asalkan bendanya itu dapat dilihat atau diketahui
tempat dan letaknya. Hal ini juga disebut sewa-menyewa.

b. [ljarah dhimmah (tenaga). Yang berarti mengupahkan benda untuk
dikerjakan, menurut pengakuan si pekerja, barang itu akan diselesaikan
nya dalam jangka waktu tertentu, menurut upah yang ditentukan. Hal ini

juga dinamakan upah-mengupah.

5. Sifat dan Hukum Jjarah
Sifat dan Hukum /Zjarah, yakni sebagai berikut :
a. Sifat jjarah
Ulama’ figih berpendapat tentang sifat akad i7jarah, apakah
bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama’ Hanafiyah
berpendapat bahwa akad 7jarah itu bersifat /azim (mengikat), tetapi bisa
dibatalkan secara sepihak apabila terdapat wzur dari salah satu pihak
yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan
bertindak hukum. Akan tetapi, jumhur mengatakan bahwa akad ijarah
itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat pada barang itu tidak bisa
dimanfaatkan. Akibat perbedaan ini terlihat dalam kasus apabila salah
seorang telah meninggal dunia, maka akad 7jarah bersifat batal, karena
manfaatnya tidak dapat diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama’

mengatakan bahwa manfaat itu bisa diwariskan karena termasuk harta.
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Jadi, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad
jjarah.™
b. Hukum 7jarah

Hukum 7jarah shahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa
dan tetapnya upah bagi pekerjaatau orang yang menyewakan ma’qud
‘alaih, sebab ijarah termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan
kemanfaatannya.

Adapun hukum 7jarah rusak, menurut ulama’ Hanafiyah, jika
penyewa telah mendapat manfaat tetapi orang yang menyewa atau yang
bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad, hal ini
terjadi apabila akad 7jarah rusak pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan
disebabkan oleh penyewa, tidak memberitahukan jenis pekerjaan
perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya. Sedangkan menurut
Jafar dan ulama’ Syafi’iyah berpendapat bahwa ijarah fasid sama
dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau

ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.’'

6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Jjarah
Para ulama’ berbeda pendapat mengenai sifat akad ijarah yang
mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama’ Hanafiyah berpendapat akad
ijarah bersifat mengikat tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila

terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Adapun jumhur ulama’

% Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 662.
*! Rachman Syafei, Figh Muamalah...., 131.
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mengatakan bahwa akad jjarah bersifat mengikat kecuali ada cacat atau

barang tidak bisa dimanfaatkan. Akad 7jarah dapat menjadi batal dan

berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

a.

b.

Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditanya penyewa.

Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah.

Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan
untuk dijahit.

Telah terpenuhnya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang
telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

Menurut Hanafiyah salah satu pihak dari yang berakad boleh
membatalkan akad jjarah bila ada kejadian yang luar biasa, seperti
terbakarnya gedung, tercurinya barang dagangan, dan kehabisan
modal.*?

Menurut ulama’ Hanafiyah apabila terdapat wzur seperti rumah disita
maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama’ melihat bahwa uzur
yang membatalkan 7jarah itu apabila objeknya mengandung cacat atau

manfaatnya hilang.33

Secara umum, ada beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya

perjanjian sewa menyewa (7jarah), adalah sebagai berikut :

a.

Terjadinya aib pada barang sewaan, yaitu barang yang menjadi objek

perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika di tangan pihak

32 Abdul Rahman Ghazaly, et al. Figh Muamalat...., 283-284.
> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Figh Muamalah), (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2003), 78.
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penyewa, yang mana kelalaian tersebut diakibatkan oleh pihak penyewa
sendiri, misalnya menggunakan barang tidak sesuai dengan peruntukan
barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat
memintakan pembatalan akad.

b. Rusaknya barang yang disewakan, yaitu barang yang menjadi objek
perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama
sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang
diperjanjikan, misalnya yang terjadi objek sewa menyewa adalah mobil,
kemudian mobil yang digunakan masuk ke dalam jurang dan terbakar.’*

c. Waktu yang telah disepakati dalam 7jarah telah berakhir. Apabila yang
disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan lagi kepada
pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu jasa seseorang maka orang
tersebut berhak menerima upahnya.™

d. Para fuqaha sepakat bahwa jjarah habis dengan sebab masa jjarah karena
halangan (uzur), karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas tertentu
maka ia dianggap habis ketika sampai batas itu, seperti tanah yang
disewa terdapat tanaman yang belum dapat dipanen. Dalam hal ini
tanaman tersebut dibiarkan sampai bisa dipanen dengan kewajiban

membayar upah umum.®

** Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1994), 57-58.

> Abdul Rahman Ghazaly, et al, Figih Muamalah...., 283.

*® Wahbah al-Juhaili, al-figih al-islami wa adilatuhu...., 138.
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7. Pengembalian Sewa

Jika 7jarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang
sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada
pemiliknya, dan jika bentuk barang adalah benda tetap, ia wajib
menyerahkannya kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu
tanah, ia wajib menyerahkankepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari
tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.’’

Madzhab Hambali berpendapat bahwa ketika 7jarah telah berakhir
penyewa harus melepas barang sewaan dan tidak ada kemestian
mengembalikan untuk menyerah-terimakannya seperti barang titipan.
Selanjutnya mereka juga berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa akad
ijarah dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada

kewajiban menanggung bagi penyewa.’®

B. Sewa Menyewa Tanah Dalam Hukum Pertanahan
Perjanjian sewa menyewa tanah dalam hukum pertanahan memang tidak
dijelaskan secara detail dan terperinci. Untuk perjanjian sewa menyewa tunduk
pada hukum perdata Burgerlijk Wetboek (BW), sedangkan untuk obyek tanahnya
tunduk pada hukum pertanahan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
1. Definisi Sewa Menyewa
Sewa menyewa adalah suatu perjanjian yang mana pihak satu

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya

* Hendi Suhendi, Figh Muamalah....., 123.
% Abdul Rahman Ghazali, Figih Muamalat......, 284.
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kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan
pembayaran suatu harga yang telah disanggupi pembayarannya. Demikianlah
definisi yang diberikan oleh Pasal 1548 B.W mengenai perjanjian sewa
menyewa.”’ Yang dimaksudkan pihak satu yakni penyewa dan pihak lainnya

yakni yang menyewakan.

2. Kewajiban Penyewa dan Yang Menyewakan
Antara pihak satu sebagai penyewa dan pihak lainnya sebagai yang
menyewakan mempunyai kewajiban masing-masing yang berbeda, antara
lain sebagai berikut:*
a. Kewajiban pihak yang menyewakan
1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa
2) Memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dipakai untuk
keperluan yang dimaksudkan
3) Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tentram dari barang
yang disewakan selama berlangsungnya persewaan
Selama terjadi akad persewaan, maka si penyewa diwajibkan
melakukan pembetulan-pembetulanatas barang yang disewa jika ada
kerusakan atau pada barang yang memerlukan perawatan, namun jika
terjadi cacat pada barang sewaan maka kepada pihak yang

menyewakan harus menanggung kerugian dengan memberikan ganti

¥R Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradya Paramita, 2004), 381.
R Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT Cita Aditya Bakti, 1995), 42.
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rugi. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 1551 dan 1552
KUH Perdata.
b. Kewajiban pihak penyewa

1) Memakai barang yang disewa sebagai seorang penyewa yang baik
sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada braang itu menurut
perjanjian sewanya

2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan menurut
perjanjian

3) Jika penyewa memakai barang yang disewa untuk suatu keperluan
lain dari apa yang menjadi tujuan pemakainya, atau suatu keperluan
sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak yang
menyewakan ini, maka dapat meminta pembatalan sewanya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 1561 KUH Perdata.

. Resiko Dalam Sewa Menyewa

Menurut Pasal 1553 KUH Perdata dalam sewa menyewa, resiko
mengenai barang yang disewakan dipikul oleh si pemilik barang yaitu pihak
yang menyewakan. Kerugian atau resiko dalam sewa menyewa seperti
musnahnya barang yang disewakan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang
menyewakan.

Jika barangnya hanya sebagian yang musnah, si penyewa dapat memilih

menurut keadaan. Apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa ataukah
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ia akan meminta bahkan pembatalan perrjanjian sewa menyewa atau berhak

atas ganti rugi.

4. Sewa Menyewa Tanah

Sewa menyewa disini adalah sewa menyewa tanah. Menurut tinjauan
hukum di Indonesia, hukum mengenai pertanahan ini mempersoalkan
masalah pertanahan atau yang terdiri dari sekumpulan norma yang mengatur
manusia dalam masalah pertanahan agar tanah tersebut bermanfaat bagi
kesejahteraan manusia.*'

Peraturan tentang perjanjian sewa menyewa yang termuat dalam bab
ketujuh dari buku III B.W berlaku untuk segalam macam sewa menyewa,
mengenai semua jenis barang, baik bergerak maupun tidak bergerak. Seperti
halnya perjanjian sewa menyewa disini adalah perjanjian sewa menyewa
tentang barang yang tidak bergerak yakni tanah. Dari segi obyeknya, sewa
menyewa tanah ini diatur dalam UUPA. Terdapat dalam UUPA no 5 tahun
1960 Pasal 44 dan Pasal 45, yakni sebagai berikut.**

Pasal 44 UUPA no 5 Tahun 1960 adalah :

1) Seseorang atau badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia
berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan
bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uvang sebagai
sewa.

2) Pembayaran sewa dapat dilakukan:

a) Satu kali atau tiap-tiap waktu tertentu

b) Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan

3) Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh
disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

o G.Kartasapoetra dkk, Hukum Tanah, (Bandung: PT Rineka Cipta, 1991), 84.
2 , Undang-Undang Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 17.
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Hak sewa untuk bangunan adalah seseorang atau badan hukum yang
mempunyai hak sewa atas tanah dengan mempergunakan atau
memanfaatkan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan
membayar sejumlah uang yang telah disepakati kepada pemiliknya
sebagai uang sewa. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan antara
kedua belah pihak yang telah disepakati di awal akad. Pembayaran
dilakukan dalam waktu tertentu, bisa juga ketika sebelum atau sesudah
tanah tersebut dipergunakan. Dalam praktek ini, pembayaran dilakukan
dalam satu bulan sekali. Dan dalam perjanjian sewa menyewa ini tidak
boleh ada unsur keterpaksaan atau karna suatu hal yang merugikan salah

satu pihak.

Pasal 45 UUPA no 5 Tahun 1960 adalah :

1) Warga negara Republik Indonesia

2) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia

3) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia

4) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia
Implementasinya sewa menyewa ini adalah seseorang yang berwarga

negara dan berkedudukan di Indonesia. Yang menyewa tanah untuk didirikan

bangunan di atasnya dengan membayar uang sewa setiap bulannya.

Perjanjian sewa menyewa ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan

tidak ada unsur keterpaksaan karena saling menguntungkan satu sama

lainnya.
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Hak sewa atas tanah mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagai berikut:

1) Bersifat pribadi, dalam arti tidak dapat dialihkan tanpa izin pemiliknya

2) Dapat diperjanjikan, hubungan sewa putus bila penyewa meninggal
dunia

3) Tidak terputus bila Hak Milik dialihkan

4) Tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan

5) Dapat dilepaskan

6) Tidak perlu didaftar, cukup dengan perjanjian yang dituangkan diatas
akta otentik atau akta bawah tangan.*’

Tanah yang menjadi obyek sewa menyewa ini bersifat pribadi dan

jelas kepemilikannya. Tanah tersebut tidak dalam dibebani oleh Hak

Tanggungan atau dalam jaminan hutang.

5. Perbedaan Hak Sewa Untuk Bangunan dan Hak Sewa Atas Bangunan
Dalam hak sewa untuk bangunan, pemilik tanah menyerahkan tanahnya
dalam keadaan kosong kepada penyewa dengan maksud agar penyewa dapat
mendirikan bangunan di atas tanah tersebut. Bangunan itu menurut hukum
menjadi milik penyewa, kecuali ada perjanjian lain.
Sedangkan hak sewa atas bangunan yaitu penyewa menyewa bangunan
di atas tanah hak orang lain dengan membayar sejumlah uang sewa dann

dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pemilik bangunan dengan

B Wayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia, (Bandung: Rineka Cipta, 1991), 169.
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penyewa bangunan. Jadi obyek perbuatan hukumnya adalah bangunan bukan

tanah.
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